PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il
SURABAYA
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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PARIWISATA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I SURABAYA

NENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAK TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : 8. bahwa dalam rangka meningkatkan daya
guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya
serta dalam upaya pengembangan kepariwisataan
dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
di Kotamadya Daerah Tingkat 1I1I Surabaya
sejalan dengan maksud ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1874, diperlukan adanya Perangkat Daerabh
yang memadai dan mampu untuk memberikan
pembinaan serta pengawasah terhadap
penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah
dalam bidang kepariwisataan dilingkungan
Remerintah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a
konsideran ini, serta dengan berpedoman pada
Reraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi
Daarah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang
Kapariwisataan Kepada Daerah Tihgkat I1,
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang
Petunjuk Pelaksahaan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 19892
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam
Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat
11, dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur Tanggal 14 Nopember 1994 Nomor

061/18215/041/1994 perihal Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas
Pariwisata Daerah Tingkat II dipandang perlu
menetapkan Pembentukan, Organisasi dan

Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya
Tingkat 11 Surabaya dengan menuangkannva dalam
suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1850 tentang
Pembantukan Daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsy Jawa Timur/Jawa Tengah/
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Juneto Undang-undang Nomor 2 ° Tahun 1965



10.

i1.

12.

13.

Undang~-undang Nomor 5 Tahun 1874 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1880 tentang
Kepariwisataan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1879
tentang Penyerahan sebagian Urusan
Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan
kepada Daerah Tingkat I ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang, Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan
Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1876 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan
Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada
Daerah Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1982 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun
1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pariwisata Daerah Tingkat 1 dan Dinas
Pariwisata Daerah Tingkat II :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1994 tentang Bentuk Peraturan Daerah  dan
Peraturan Daerah Perubahan;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi
Dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I Dan Dinas
Daerah Tingkat 1I ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1
Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam B8idang
Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1984 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam
Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat
II1.



Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daarah
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya,

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1II
SURABRAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PARIWISATA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan:

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat I! Surabaya ;

b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya ;

c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

d. Dinas Pariwisata Daerah adalah Dinas
Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya ;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata
Daerah ;

f. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ind dibentuk
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya.

BAB TIII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Pariwisata Daerah adalah unsur
pelaksana Pemerintah Daersh ;

(2) Dinas Pariwisata Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah ;



(3) Dinas Pariwisata Daerah dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah koordinasi
administratip Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata Daerah mempunyai tugas
membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan
rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di
bidang kepariwisataan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersehut
dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas
Pariwisata Daerah mempunyai fungsi :

a. perencanaan kebijaksanaan kepariwisataan ;
b. melaksanakan kebijaksanaan operasional
¢. pemberian bimbingan dan pembinaan ;

d. pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

e. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan
tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Keépala Daarah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;

f. koordinasi yaitu segala usaha dan kegiatan
guna mewujudkan kesatuan gerak langkah vyang
berhubungan dengan pencapaian tugas pokok ;

g. ketatausahaan yaitu segala usaha dan kegiatan
yang meliputi wurusan umum, kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan.

BAB IV
ORGANISASTI

Pasal ]

Organisasi Dinas Pariwisata Daerah adalah
Pola Minimal.

Pasal 7

(1) Organisasi Dinas Pariwisata Daerah terdiri
dari :

Kepala Dinas ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
Seksi Sarana Pariwisata ;

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata ;
Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

.
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(2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisaahkan
dengan Peraturan Daerah ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Pertama
Kepala Diras

Pasal 8
Kepala Dinas mempunyai tugas

a. memimpin pelaksanaan ketentuan sebagai
mana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal B
Peraturan Daerah ini ;

b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-
kegiatan aparat staf dan pelaksana Dinas
Pariwisata Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan administrasi umum, perlengkapan,
keuangan, kepegawaian dan urusan rumah
tangga serta penyusunan perencanaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
avat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan tata usaha umum dan
tata kearsipan ;

b. penyusunan perencanaan Dinas Pariwisata
Dasrah;

c. pelaksanaan tata usaha keuangan dan
perlengkapan ;

d. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan ;

e. pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas
Pariwisata Daerah dan keproiokolan.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang sehari-hari disebut
Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 10
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari
a. Urusan Umum ;
b. Urusan Perencanaan ;
c. Urusan Keuangan.

Urusan Umum mempunyai tugas

a. menyelenggarakan urusan surat menyurat,
pengetikan dan penggandaan ;



menyalenggarakan kearsipan baik arsip
statis maupun arsip dinamis ;

menyusun analisis kebutuhan pengadaan
serta melakukan administrasi barang-
barang keperluan kantor dan perbekalan
Tain

menyelenggarakan urusan rumah tangga dan
protokol serta urusan perjalanan dinas ;

menyelenggarakan tata usaha kepegawaian
Dinas Pariwisata ©Daerah yang meliputi
pengumpulan data kepegawaian , pembuatan
buku induk pegawai, mutasi pegawai,
kedudukan pegawai dan pengembangan karier
pegawai;

menyusun formasi pegawai dan perencanaan
pegawai ;

mengurus kesejahteraan pegawai ;
melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.

(3) Urusan Perencanaan mempunyai tugas

a.

mengumpulkan dan mensistematisasikan
data untuk bahan penyusunan program ;

mengolah dan mengkordinasikan peanyusunan
program/kegiatan Dinas Pariwisata Daerah;

melaksanakan analisis dan evaluasi serta
pengendalian dalam pelaksanaan program/
kegiatan Dinas Pariwisata Daerah ;

menyusun laporan pelaksanaan program/
kegiatan Dinas Pariwisata Daerah ;

melaksanakan tugas-tugas Tain yang
diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.

(4) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan dan mengolah bahan untuk
penyusunan anggaran Dinas Pariwisata
Daerah ;

menyiapkan usulan anggaran Dinas
Pariwisata Daerah ;

mengolah tata usaha keuangan dan
pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanija Dinas Pariwisata Daerah serta
laporan pertanggungjawaban ;

mengurus keuangan perjalanan Dinas
Pariwisata Daerah, tata usaha dan
pembayaran gaji pegawai ;

melaksanakan evaluasi dan panyusunan
laporan di bidang keuangan ;



f. melaksanakan tugas-tugas tain yang
diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.

(5) Tiap-tiap urusan dipimpin oleh seorang

Kepala Urusan vyang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketdiga

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 11

Seksi Obyek dan Dava Tarik Wisata mempunyai
tugas menyiapkan bahan pembinaan,
pengembangan dan pemantauan Obyek dan Daya
Tarik Wisata.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
ayat (1) pasal ini, Seksi Obyek dan Daya
Tarik Wisata mempunyai fungsi

a. pembinaan dan upaya pengembangan obyek
wisata, atraksi wisata, rekreasi dan
hiburan umum

b. penyelenggaraan perizinan dibidang
pengusahaan ohyek wisata, atraksi wisata,
rekreasi dan hiburan umum ;

¢. pemantauan dan mengevaluasi kegiatan
obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi
dan hiburan umum

d. penyusunan laporan pelaksanaan,
pembinaan, pengembangan, pemantauan dan
evaluasi kegiatan.

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri
dari

a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
b. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
¢. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas

a. mengumpulkan dan menyusun bahan
pembinaan obyek wisata ;

b. menyiapkan bahan pembinaan dan upaya
pengembangah obyek wisata sesuai dengan
kebijaksanaan Pemerintah ;

c. menyiapkan bahan untuk merigembangkan
karya seni budaya Nasional sebagai oabyek
wisata di Daerah sesuai dengan etika dan
estetika lingkungan kehidupan setempat ;



(3)

(4)

(5)
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d. menyiapkan petunjuk tentang pembatasan
semaksimal mungkin semua jenis serta
unsur seni budaya asing yang berpengaruh
negatip pada pembangunan Bangsa dan
Negara

e. memproses perizinan di bidang obyek
wisata ;

f. menyiapkan bahan dan menyusun Tlaporan
di bidang obyek wisata ;

g. melaksanakan pemantauan terhadap obyek
wisata

h. melaksanakan tugas~tugas lain vang
diberikan oleh Kepala Seksi Obyek dan
Daya Tarik Wisata.

Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas

a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan
di bidang atraksi wisata ;

b. menyiapkan bahan pembinaan dan upaya
pengembangan atraksi wisata sesuai dengan
kebijaksanaan Pemerintah ;

c. memproses perizinan di bidang atraksi
wisata ;
d. melaksanakan pemantauan terhadap atraksi
wisata

»
3

e. menyiapkan dan menyusun laporan di bidang
atraksi wisata ;

f. melaksanakan tugas—~tugas 1ain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Obyek dan
Daya Tarik Wisata.

Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum
mempunyai tugas

a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan
dibidang rekreasi dan hiburan umum ;

b. menyiapkan bahan pembinaan dan
pengembangan rekreasi dan hiburan umum
sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah ;

¢. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di
bidang rekreasi dan hiburan umum ;

d. memproses perizinan di bidang rekreasi
dan hiburan umum ;

e. melaksanakan pemantauan terhadap tempat
rekreasi dan hiburan umum ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Obyek Dan
Daya Tarik Wisata.

Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Seksi Obyek dan Daya
Tarik Wisata.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Bagian Keempat
Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 13
Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan
pemantauan sarana dan tenaga kerija

pariwisata ;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana Pariwisata
mempunyai fungsi

a. pembinaan dan pengembangan sarana tenaga
kerja pariwisata

b. penyelenggaraan perizinan di bidang
pengusahaan akomocdasi, rumah makan, bar
dan ketenagakerjaan ;

¢. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan
pembinaan, pengembangan sarana dan tenaga
kerja pariwisata ;

d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan
pemhinaan, pengembangan, pemantauan dan
evaluasi kegiatan.

Seksi Sarana Pariwisata dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14
Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :

a. Sub Seksi Akomodasi ;
b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
c. Sub Seksi Ketenagakerjaan.

Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas

a. mengumpuikan dan menyusun bahan
pembinaan di bidang akomodasi ;

b. menyiapkan bahan pembinaan dan upaya
pengembangan sarana-sarana untuk
meningkatkan mutu pelayanan jasa bagi
wisatawan di bidang akomodasi ;

¢. menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan
pelayanan jasa di bidang akomodasi sesuai
dengan peraturan perundangan yang
berlaku ;

d. memproses perizinan di bidang akomodasi ;

e. melaksanakan pemantauan di bidang
akomodasi

f. menyiapkan dan menyusun laporan di bidang
akomodasi

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Sarana
Pariwisata.
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(3) sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai

(4)

(5)

(1)

tugas

a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan
rumah makan dan bar ;

b. menyiapkan bahan pembinaan dan upava
pengembangan sarana-sarana untuk
meningkatkan mutu pelayanan jasa bagi
wisatawan di bidang rumah makan dan bar

a
2

0

menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan
pelayanan jasa rumah makan dan bar sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku ;

d. memproses perizinan rumah makan dan bar;

e. melaksanakan pemantuan kegiatan dan
perkembangan rumah makan dan bar ;

f. menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan
dan perkembangan rumah makan dan bar ;

g. melaksanakan tugas—-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Bina Sarana
Pariwisata.

Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas

a. mengumpulkan dan menvusun bahan pembinaan
ketenagakerjaan di bidang pariwisata ;

b. menyiapkan bahan pembinaan tenaga kerja
di bidang pariwisata untuk meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan ;

G. memproses perizinan ketenagakerjaan di
bidang pariwisata

d. melaksanhakan pemantauan kasgiatan dan
perkembangan ketenagakerjaan di bidang
pariwisata ;

e. menyiapkan dan menyusun laporan di bidang
ketenagakerjaan ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Sarana
Pariwisata.

Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
iawab kepada Kepaia Seksi Sarana Pariwisata.

Bagian Kelima
Seksi Pemasaran dan
Penyuluhan Wisata

Pasal 15

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata
mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
pengembangan dan pemantauan pemasaran serta
penyuluhan wisata ;



{2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada

(3)

(1)

(2)

(3)

avat (1)} pasal ini Seksi Pemasaran dan
Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi

a. pembinaan dan pengembangan pemasaran
serta penyuluhan wisata ;

b. pemantauan darn avaluasi kegiatan
pemasaran dan penyuluhan wisata

3

¢. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan,

pengembangan, pemantauan dan evaluasi
kegiatan.
Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vyang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata
terdiri dari

a. Sub Seksi Promosi
b. Sub Seksi Pelayanan Informasi
¢. Sub Seksi Bimbingan Wisata.

»
3

Sub Seksi Promosi mempunyai tugas :

a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan
promosi wisata;

b. menviapkan bahan kerja sama dengan
instansi pemerintah maupun swasta dalam

pengadaan dan memajukan sarana promosi
pariwisata

€. menyiapkan bahan dalam upava
mengembangkan pembangunan sarana promosi
dalam bentuk media cetzk, film, slide,
poster, leaflet dan lain-lain sesuai
dangan ketentuan pesrundang-undangan vyang
berlaku ;

d. mengumpulkan dan menyusun bahan laporan
di bidang promosi ;

e. melaksanakan tugas-tugas Tain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Pemasaran
dan Penyuluhan Wisata.

Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai
tugas

a. mengumpulkan data dalam rangka pelayanan
informasi kepariwisataan ;

b. menyiapkan bahan pembinaan serta
kerjasama dengan instansi Pemerintah/
swasta dalam upaya meningkatkan

pelayanan informasi Kkepariwisataan ;

C. menyusun laporan tentang pelaksanaan
pelayanan informasi ;
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d. melaksanakan tugas—-tugas lain yang
diberikan c¢leh Kepala Seksi Pemasaran
dan Penyuluhan Wisata.

(4) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas:

a. mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan
pembinaan dan bimbingan wisata ;

b. menyiapkan sarana penyuluhan di bidang
pariwisata ;

c. merencanakan dan melaksanakan peningkatan
bimbingan wisata dalam rangka
meningkatkan kepariwisataan ;

d. menyiapkan bahan dalam rangka
meningkatkan peran serta masyarakat di
bidang kepariwisataan di Daerah ;

e. menyusun laporan tentang pelaksanaan
bimbingan dan penyuluhan wisata ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Pemasaran dan
Penyuluhan Wisata.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur
penunijang Dinas Pariwisata Daerah yang
pembentukanya ditentukan oleh Menteri Dalam
Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan
kemudian.

Bagian Ketujuh ,
Kelompok dJabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas
Pariwisata Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam
pasal 18 Peraturan Daerah ini, terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut
pada ayat (1) pasal ini , dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Kepala Dinas ;



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat
(1) pasal ini ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan b:ban kerija ;

Jenis dan ienjang Jabatan Fungsional
tersebut pada ayat {1) pasal 1ini diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB v
TATA KERJA
Pasal 20
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam
Tingkungdan Dinas Pariwasata Daerah

melaksanakan koordinasi pengawasan melekat
{waskat)
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam
Tingkungan Dinas Pariwisata Daerah
bertanggung jawab memimpin dan mengkoor
dinasikan bawahannya serta memberikan
bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas ;

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam
Lingkungan Dinas Pariwisata Daerah
bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan tepat
waktu,

BAB Vi

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

DALAM JABATAN
Pasal 21

Kepala Dinas diangkat dan dibarhentikan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
setelah mendapat persetujuan dari Kepala
Daerah

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Daerah atas wusul Kepala Dinas setelah
mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I JawaTimur;

Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi daingkat
-dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
atas usul Kepala Dinas ;

Pejabat-pejabat 1lainnya dilingkungan Dinas
Pariwisata Daerah diangkat dan diberhentikan
sesuai dengan peraturan rerundang-undangan
yang berlaku. ‘
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Pasal 22

(1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;

(2) Apabila Kepala Dinas berhalangan tugasnya,
Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala  Sub
Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala
Seksi untuk mewakilinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua
tugas atau kegiatan Badan Pengembangan
Pariwisata Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 132 Tahun 1983 menjadi tugas atau
kegiatan Dinas Pariwisata Daerah yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini
Dinas Pariwisata Daerah akan menerima kekayaan
dan inventaris baik bergerak maupun tidak
bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat II Jawa Timur yang diserahkan hak
penguasaannya.

Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapatl mengstahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di

Pada

SURABAY A.

Tanggal 17 MEI 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA,
Ketua,

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL CHB NRP.22021.

WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daesrah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 6 Desember 1995 Nomor : 561/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan
tid.
PUTU SETTAWAN, SH.

Pembina
NIP. B10 057 151.

Diundangkan datam Lembaran Daerah Kotamadya Daeiah Tingkat I1
Surabaya Seri C Tahun 1995 Tanggal 28 Desember 1995 Nomor : 7/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. H. WARD J I.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 019 B844.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat I1 Surabaya

e Xepala Bagian Hukum
v ‘;J ; N‘"‘\ [‘/. 4
¥ ){ /

M. FARUQ. SH.
R=ipata Tingkat I.
. 510 029 293,




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAEFRAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PARIWISATA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur Pembentukan, Organisasi
dan Tatakerja Dinas Pariwisata Caerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya.

Dalam rangka melaksanakan titik berat otonomi Daerah
diletakkan pada Daerah Tingkat II, sesuai dengan jiwa pasal
11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah, secara bertahap telah diserahkan
beberapa urusan pemerintahan kepada Daerah Tingkat II baik
secara langsung dari Pemerintah Pusat maupun melalui Daerah
Tingkat I dan sebagai konsekwensinya di Daerah Tingkat 1I1I
harus dibentuk perangkat Daerah berupa Dinas Daerah Tingkat
11 sebagai penyelenggara/pelaksana urusan pemerintah yang
bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang
Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I, di dalamnya hanya
berisi penyerahan sebagian urusan kepariwisataan Kkepada
Pemerintah Daerah Tingkat I dan sebagai pelaksana urusan
tersebut di wilayah kerja Pembantu Gubernur di Surabaya
telah dibentuk Cabang Dinas Pariwisata Daerah yang sebagian
wilayah kerjanya meliputi Kotamadya Daerah Tingkat I1
Surabaya dan merupakan kepanjangan dari Dinas pariwisata
Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1882 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada
Daerah Tingkat II Juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 4 Tahun 19392 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Dalam Bidapg
Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat 1II, maka sebagain
Urusan pemerintah dalam bidang Kepariwisataan yang telah
menjadi otonomi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur diserahkan kepada Daerah Tingkat I termasuk kepada
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Untuk menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah dalam
bidang Kepariwisataan yang diterima dari Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut, maka derrgan berpedqman
pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 14 Nopember 1994 Nomor 081/18215/041/1994 periha]
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Djnas
Pariwisata Daerah Tingkat II, ditetapkanlah Pgraturan Daerah
ini yang berisi Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas
Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II :Surabaya.
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Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Badan
Pengembangan Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya dilebur dan diintagrasikan kedalam tugas atau
kegiatan Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1I
Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah ini dan diharapkan
dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna vyang sebesar-
besarnya wuntuk pengembangan Kepariwisataan di Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya serta bagi kepentingan pembinaan
karier pegawai lembaga yang bersangkutan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 25 : Cukup jelas.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PARIWISATA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR ¢ 12 TAHUN 1985,
TANGGAL : 17 MEI 4985,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DRERAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAVA

Ketua,

tid.

HARJOSO SOEPENO
KOLONEL CHB. NRP.

22021.

SALINAN sesuai dengan Aslinya

An. Sakretaris XKotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

jkﬁp&{éfsagian Hukum

.

KEPALA DIHAS
SUR BAGIAN
TATA USAHA
URUSAR URUSAN URUSAN
UMUK PERENCANAAN KEUANGAN
KELDMPOK SEK31 SEKSY SEKSY
| AR . FUNGSIONAL DBYEX DAN DAYA RINA SARANA PEMASARAN & PENYU
3 , TARIK WISATA PARIWISATA LUHAN WISATA
3B SEKSI 8UB BEKSIY SUB SEKSI
1 OBYEK WISATA i AKOMODASI o] PROMOSI
i H
8UR SEXSY SUB 3IEKSI SUB SEXSI
-—4 ATRAKSI WISATA a— RUMAK MAKAN ot FELAYANAN
DAN BAR INFORMAST
SUB SEKSI SUEB SEKSI 8UB SEKSI
L1  REKREASY DAN bl KETENAGAKER.JAAN L BIMBINGAN WISATA
HIBURAN UMUM :
UPTD

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRC.



